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ABSTRAK 
 

Penelitian ini dengan judul eksistensi pegawai pemerintah dengan 

perjanjian kerja (pppk) menurut undang -undang no. 5 tahun 2014 tentang 

aparatur sipil negara dalam upaya meningkatkan kinerja dan mewujudkan 

pelayanan prima di kabupaten demak. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945 yang selanjutnya disingkat dengan UUD NRI 

Tahun 1945 pada alinea ke-IV menyatakan salah satu tujuan Negara Indonesia 

adalah membentuk suatu pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi 

segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Penegasan dalam 

pembukaan UUD NRI Tahun 1945 merupakan bagian dari upaya untuk mencapai 

tujuan nasional, baik berupa sumber daya manusia maupun sarana yang berbentuk 

benda, karena negara tidak mampu melakukannya sendiri. 

Untuk mewujudkan suatu pemerintahan yang baik tersebut banyak hal 

yang harus diperhatikan, salah satunya dengan menciptakan aparatur yang mampu 

menjalankan roda pemerintahan sesuai dengan tujuan Pancasila dan UUD NRI 

Tahun 1945. Membuat regulasi yang benar melalui peraturan perundang-

undangan merupakan langkah kongkrit dalam menciptakan aparatur yang baik  

tersebut. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga 

negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN 

secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan 

pemerintahan. ASN adalah gabungan dari PNS dan Pegawai Pemerintah dengan 

Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat dengan PPPK. 

PPPK didefinisikan sebagai warga negara Indonesia yang memenuhi 

syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu 

tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan. PPPK dengan Pegawai 

honorer walaupun memiliki kedudukan hampir sama, namun tidak serta secara 

otomatis bagi pegawai honorer sekarang dapat langsung menjadi PPPK 

dikarenakan secara prinsip kedua jenis pegawai ini sangat berbeda. 

 

 

Kata kunci : Eksistensi, Pelayanan Prima, Aparatur Sipil, PPPK 

                                                           
1
 Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus 

2
 Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus 



 

xii 
 

GOVERNMENT EMPLOYEE EXISTENCY WITH A WORKING 

AGREEMENT (PPPK) ACCORDING TO LAW NO. 5 OF 2014 

CONCERNING STATE CIVIL SERVICES IN EFFORTS TO IMPROVE 

PERFORMANCE AND MAKE PRIMA SERVICES IN DEMAK DISTRICT 
 

Muhlisin
1
 Sulistyowati

2
 

Universitas Muria Kudus 

Muhlisin @umk.ac.id 

 

ABSTRACT 

 

This research with the title of the existence of government employees with 

a work agreement (PPPK) according to law no. 5 of 2014 concerning the state 

civil apparatus in an effort to improve performance and realize excellent service 

in Demak district. The preamble to the 1945 Constitution of the Republic of 

Indonesia, hereinafter abbreviated to the 1945 Constitution of the Republic of 

Indonesia in the fourth paragraph states that one of the objectives of the 

Indonesian State is to form a government of the Indonesian State which protects 

the entire Indonesian nation and all Indonesian blood. The affirmation in the 

preamble to the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia is part of efforts to 

achieve national goals, both in the form of human resources and in the form of 

means, because the state is unable to do it alone. 

To realize a good government, there are many things that must be 

considered, one of which is by creating an apparatus capable of running the 

wheels of government in accordance with the objectives of Pancasila and the 

1945 Constitution of the Republic of Indonesia.Civil Servants, hereinafter 

abbreviated as PNS, are Indonesian citizens who meet certain requirements, are 

appointed as ASN Employees on a permanent basis by civil servants to occupy 

government positions. ASN is a combination of civil servants and government 

employees with a work agreement, hereinafter abbreviated as PPPK. 

PPPK is defined as an Indonesian citizen who meets certain conditions, 

who is appointed based on a work agreement for a certain period of time in the 

context of carrying out government duties. PPPK and honorary employees even 

though they have almost the same position, but not automatically, now honorary 

employees can immediately become PPPK because in principle the two types of 

employees are very different. 
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